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1

MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan
oleh Gubernur;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
serta Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah
Khusus I[bukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Neeeri Nomor 32 Tahun 2011 tentaneg Pedoman Pemberian
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan I[nvestasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754});

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN:

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Gubernur, Menteri
Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sah, apabila memenuhi
Letentitan neratiiran nenindano-iindanoan



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

OGN

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan kembali
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai
dengan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana
diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta segera menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah
mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KELIMA.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal > Septeuber 201J
MENT?I DA&LAM NEGERI,

g

TJAHJO KUMOLO

Presiden Republik Indonesia,;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta; dan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta di Jakarta.



